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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Bedasarkan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian diatas, maka 

yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:  

Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain peran 

kepolisian Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian tidak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga di kota padang yaitu dapat melakukan dua cara. 

Pertama yaitu melalui mediasi penal yaitu peran yang dilakukan oleh polisi 

peran Unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban dan pelaku. Kemudian 

dipertemukan secara langsung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. 

Sedangkan yang kedua yaitu melalui jalur hukum. Peran kepolisian dalam 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum 

yaitu hanya sebatas proses penyelidikan dan penyidikan nya saja sebagimana 

yang telah tercantum didalam kitab undang-undang hukum acara pidana hingga 

pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahapan kejaksaan.  

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

hambatan-hambatan yang ditemui polisi Unit PPA Polresta Padang yaitu 

hambatan dalam mediasi penal biasanya tidak adanya proses atau tata cara 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan proses 

hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu 
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adapula hambatan hambatan lainya yaitu hambatan yang datangnya dari 

korban, dari pihak keluarga dan masyarakat.  

B. Saran  

Adapun saran yang diberikan penulis dalam tulisan ini adalah :  

1. Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga segera melaporkan 

apabila mendapatkan kekerasan yang menimpanya, maka akan sangat 

berguna bagi perlindungan korban dan juga rasa aman terhadap korban 

sehingga kepoilisian juga bisa sangat cepat untuk menindak lanjuti kasus 

yang menimpanya.  

2. Bahwa Kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia di unit PPA, 

guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan 

tugas.  

3. Supaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT dapat 

terjamin, maka aparat penegak hukum beserta setiap warga negara, 

diharuskan memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta lebih 

responsif terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Perempuan yang menjadi korban KDRT harus lebih berani dan terbuka 

dalam melaporkan perbuatan KDRT, karena kinerja dari Unit PPA Polres 

Salatiga dapat terbantu. 
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